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BAB |
PENDAHULUAN

Membahas sejarah tata negara baik secara makroumanigro, berarti
masuk ke kawasan politik. Sedangkan wilayah poiitiksendiri dapat dikaji dari
segi: sejarah politik, sosiologi politik, antropgiopolitik, dan ilmu politik.
Dimensi ini saling mengoreksi dan melengkapi daf@mbahasannya, sehingga
ditemukan fenomena yang utuh tentang konsep befjata negara. Oleh karena
itu dalam pembahasannya, sejarah tata negaradajzt bediri sendiri, sehingga
memerlukan suatu terminologi yang lebih multidimenal dalam
pendekatannya.

Pertama sejarah politik.Dari segi efistomologis sejak Thucydides
menulis Perang Peloponesianya sebagai sejarahikpaotadisi sejarah sangat
didominasi oleh sejarah politik. Lebih-lebih dalaabad ke-19 sebagai abad
nasionalsme dan formasi negara nasional di Eropat,Bsejarah politik-lah yang
sangat menonjol. Dalam konsep itu, sejarah diplont#s perang sangat
menonjol di suatu pihak, dan di lain pihak perapara raja, panglima perang,
dan negarawan memegang peranan sentral. Fenomemasih kuat pengaruhnya
sampai sekarang. Hai ini disebabkan oleh adanyapamgbahwa jalannya sejarah
ditentukan oleh kejadian plitik, diplomasi, perardgn aktivitas militer. Di
samping itu ada pula teori orang besar, yang makgatbahwa orang besarlah
yang menentukan jalannya sejarah. Fenomena inikertari banyaknya karya

biografi tokoh-tokoh sampai pada Perang Dunia BrkBmbangan itu sejajar



dengan berkembangnya sejarah nasional yang pada teasebut sedang
mengalami pertumbuhan yang pesat.

Mempelajari sejarah politik, tidak dapat dilepaskiari sejarah sosial.
Tulisan dengan dimensi itu dapat dilihat pada a&misAkira Nagazumi,
“Bangkitnya Nasionalisme Indonesia’dalam edisi bahasa Indonesia. Demikian
pula sebaliknya, sejarah sosial tidak dapat dikgraslengan sejarah politik. Lihat
tulisan Sartono Kartodirdjo, 1966Pemberontakan Petani Banten 1888.
Kemudian apakah yang dibahas oleh sejarah pdBgkara konvensional, sejarah
politik membahas sejarah perang, sejarah parlemesggarah kerajaan; dan
sejarah modern dalam arti teori dan metodologisssjarah politik membahas
tema-tema yang luas misalnya biografi politik, pagolitik, birokrasi, struktur
politik suatu masyarakat atau negara, pemberontdakasungan sivil-militer dan
lain sebagainya. Sejarah modern tersebut lebihféetesmatis sehingga temanya
sangat luas. Di Indonesia ada dua contoh tentamgydfi politik yang dikemas
menjadi sejarah politik misalnya tulisan L.D.Legdgn Dahm yang sama-sama
menulis Tentang Soekarno.Oleh karena itu, membicarakan biografi politik
sebagai tema mikro, dapat dimasukkan sebagai begrasejarah tata negara.

Kedua sosiologi politik,yang merupakan interdisiplin sosiologi yang
pernah dikembangkan secara metodologis oleh Maxewadtad ke-19. Sosiologi
politik dapat membicarakan tipe kepemimpinan yarenunut teori Weber ada
tiga yaitu: (1) otoritas tradisional yang dimiligerdasarkan pewarisan atau turun
temurun; (2) otoritas karismatik, yaitu berdasarkgmgaruh dan kewibawaan

pribadi; dan (3) otoritas legal rasional yang dikniberdasarkan jabatan serta



kemampuannya. Di negara-negara berkembang, tipenkeppinan rasional dan
kharismatik sering digabungkan menjadi satu. Canjalsebagai refleksi, dalam
diskusi mengenai korupsi di Indonesia yang disejargkan oleh Dewan
Pertahanan Nasional tahun 2000 antara lain dibatesyenai‘Merit Sistem”,
yang artinya bahwa kedudukan atau jabatan haruasalikan pada prestasi,
sehingga praktek KKN tidak terjadi. Ini berarti bahMerit Sistemdidasarkan
pada tipe kepemimpinan rasional. Di samping ituickogi politik, selain
membahas tipe kepemimpinan baik formal maupun rmét juga membahas
struktur politik, partai politik, partisipasi pakt hubungan sivil-militer, tokoh
politik, dan peranan serta fungsi kelembagaaniolit

Adapun perbedaan antara pemimpin formal dan infoadalah pada
otoritas yang dimilikinya. Pemimpin tipe formal meemnoleh kekuasaan dari
jabatan atau pemimpin formal, sedangkan tipe in&brradalah pemimpin
informal, dan pada dia ada kekuasaan karismatienb&onteks Indonesia, tipe
formal pada umumnya juga memiliki otoritas tradmsih ialah golongan
aristokrasi yang masih mempunyai hak mewariskaratgaty terutama yang
memangku jabatan pamong praja. Pada umumnya pelbpgakepemimpinan
menduduki lokasi sosial-historis dengan orientasgai nyang berbeda-beda,
sehingga berbeda pula reaksinya terhadap inovaisiy penolakan, adaptasi, dan
asimilasi. Konflik politik dapat dikembalikan kepadiaktor sosiokultural dengan
kepentingan ideologi atau nilai tertentu.

Dalam konsepsi ini, ahli ilmu sosiologi politik &1 mengambil sistem

kategorisasi jenis sistem politiknya sekaligus mpakan studi perbandingan.



Analisis strukturalnya membahas status dan perpegbhagai elite, hubungan dan
perbandingan kekuasaan antara mereka, kesemuargm @arangka hirarkis
suatu sistem feodal. Struktur kekuasaan sangatmhé@ struktur sosial dengan
kedudukan birokrasi yang sangat sentral fungsinyBalam hubungan ini
sangatlah relevan menelaah kehidupan sosial agt@omgan sosial, terutama
dalam konteks kepentingan, status sosial, ideolegjita sistem nilai-nilainya.
Tidak dapat diabaikan kenyataan bahwa tindakanrdaraksi politik tidak dapat
berjalan di luar kerangka kebudayaan polfpblitical culture). Di sini tindakan,
kelakukan, serta sikap perlu dilembagakan.

Suatu determinisme sosial sudah barang tentu hbdmpah bahwa
seluruh peranan seorang tokoh ditentukan oleh tsirukasyarakat, atau paling
tidak peranannya dijalankan dalam batas-batas tatalkmasyarakat. Pelaku
tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari ikedtau subjektivitas itu,
khususnya berkaitan dengan pandangan dunia. Seymliperlu diakui bahwa
tokoh sejarah acapkali lebih jauh memandang ke degpau berperan sebagai
perintis atau protagonis. Protagonisme atau inogagng menuntut perubahan
evolusioner sehingga pelaksanaannya menuntut lesjiaip atau kepemimpinan
yang kuat. Tepatlah kiranya apabila dikatakan bal@koh menjadi orang
marginal dan pencipta sub-kultur, akhirnya dapahcipgakan kultur dominan
dalam kajian sosiologi politik.

Ketiga antropologi politik. Pada awalnya, antropologi politik
membicarakan perkembangan masyarakat kesukuannihihrena antropologi

lebih menekankan pada sistem kekerabatan. Kemudr@ropologi politik



berkembang pengkajiannya pada simbol-simbol poligatrategi politik,
hubungan kebudayaan politik, serta adat-istiadsngeat dalam hubungannya
dengan politik. Antropologi politik, sangat eratbmnganya dengan antropologi
sosial. Sebagai permisalan, kolusi dan korupsi yemgdi dalam pemerintah
politik, akan lebih tajam pembahasannya jika dikigngan antropologi politik.
Hal ini karena menyangkut masalah kebudayaan lpatiilam hubungannya
dengan korupsi.

Untuk membahas kerajaan tradisional, sebagai cofdoh tepatlah
kiranya analisis antropologi politik dipakai untukengupas sistem politiknya,
yang mencakup otoritas kharismatis atau tradisjgpatrionalisme, feodalisme,
birokrasi tradisional, dan lain sebagainya. Banyakropolog semacam itu
misalnya Cunningham, Schorl, dan Schulte-NordhBlhda hakikatnya yang
mereka hasilkan lebih merupakan sejarah struktleajan pendekatan sinkronis.
Maka dari itu, tepatlah kiranya apabila sejarawanggarap tema yang sama
secara diakronis, meskipun tanpa mengabaikan patatektrukturalnya.

Keempat ilmu politik.Dalam studi ilmu politik, bidang ketatanegaraan
konsentrasinya hanya negara-negara modern, yagara@egara yang muncul
menjelang Perang Dunia | terutama kerajaan-kerajaag mulai meninggalkan
tradisi monarkhi, dan pembahasannya dteruskan pedmra-negara setelah
Perang Dunia Il. Dalam hubungan ini, skenpanbtik baik di tingkat makro
maupun mikro, dapat digambarkan secara rinci bardas analisis ilmu sosial
sedemikian rupa, sehingga dapat diekstrapolasi&atara lain, (1) gejala atau

pola umum perjuangan politik, (2) kecenderungaramalproses politik yang



menunjukkan keteraturgnegularities). Kedua gejala ini akan menambah makna
kejadian-kejadian serta memberi kemungkinan untukembuat suatu
perbandingan serta generalisasi.

Dimensi sosial dari proses politik mencakup statas peranan elite
politik: bangsawan, aristokrasi, birokrat, kaum elagensia, elite religius,
meritokrasi, teknokrasi, elite desa, dan lain saba@. Otoritas yang mereka
miliki antara lain otoritas karismatis, termasuklgpyang sudah mengalami
rutinisasi, otoritas tradisional, otoritas legalndeasional. Bagaimana interaksi
dalam proses perjuangan kekuasaan, terutama daliaode transisi (abad ke-19
dan ke-20) sewaktu orientasi nilai-nilai bergesyagai dampak proses penetrasi
pengaruh Barat dan modernisasi. Posisi sosial dalltelite masing-masing
menimbulkan konflik, yang menimbulkan fenomena y@egnuansa dari proses
sosial dan politik yang selalu berkesinambungabii_g@uh hal ini akan di bahas
pada bab-bab berikutnya dari kajian sejarah taganagni.

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa kajian ipolitik, berarti
memasuki wilayah kekuasaan. Karena dalam hal lmiy ipolitik berarti ilmu
yang membahas tentang bagaimana cara untuk mekdapkékuasaan baik
dalam konsep yang bersahaja maupun modern, damnzagacara-cara untuk
mempertahankannya. Konsep ini tampak sederharnapi teetelah memasuki
wilayah kajiannya, maka akan ditemukan fenomenaffeana yang sangat
kompleks, yang mewarnai kajian ilmu politik, dan mperkaya kajian sejarah

ketatanegaraan yang akan dibahas dalam buku ini.



BAB Il
NEGARA DALAM KONSEP UMUM
A. Pengertian Negara (State)

Selain sebagai makhluk Tuhan dan makhluk individanusia juga
memiliki kodrati sebagai makhluk sosial. Oleh karetu, sejak dahulu
manusia selalu hidup bersama-sama dalam suatu pelomuntuk
mempertahankan kelangsungan hidupnya seperti: menoaakan,
menghadapi masalah, mengatasi gangguan dan ancsen@anmelanjutkan
keturunan (Suhady, 2001. 3). Semula kelompok manugi hidup
berpindah-pindah tempat, kemudian karena perkenapangeradaban,
mereka mulai hidup menetap pada suatu tempat tertersalnya untuk
beternak dan bercocok tanam.

Dalam upaya mempertahankan kelangsunan hidupnya feachat
tinggal tertentu yang diangap baik sebagai sumbmrglmdupan bagi
kelompoknya, diperlukan seorang atau sekelompok kesng-orang yang
ditugaskan untuk mengatur dan memimpin kelompokbaam pada itu,
pemimpin kelompok diberi kekuasaan dan kewenangiaentu dan anggota
kelompok diwajibkan untuk mentaati peraturan ataarinpah dari
pemimpinnya. Dengan demikian, maka timbullah dakahompok itu suatu
kekuasaan “pemerintahan yang sangat sederhana’si{Ka978). Setiap
anggota kelompok itu dengan sadar mengetahui atsudwkung tata hidup
dan peraturan-peraturan yang ditetapkan pemimpimekae Tata dan

peraturan hidup tertentu itu mula-mula tidak testulyang batasan-



batasannya tidak jelas dan merupakan adat kebiasg@rNamun demikian,
lambat laun peraturan itu mereka tuliskan dan nuergaraturan-peraturan
tertulis yang dilaksanakan dan ditaati.

Berkaitan dengan bertambah luasnya kepentinganlosegek-
sekelompok itu dan untuk mengatasi segala kesujtarg timbul baik
internal maupun eksternal, maka dianggap perlunditfkesuatu organisasi
yang lebih teratur dan memiliki legitimasi kekuasagang memadai.
Organisasi itu sangat diperlukan untuk melaksanaeanmempertahankan
peraturan-peraturan hidup agar dapat berjalan &¢edib. Organisasi yang
memiliki legitimasi kekuasaan itulah yang kemudimamakarNegara.

Secara etimologis, konsep “negara” muncul dajeneahan bahasa
asing Staat (Jerman dan Belanda) d&tate(bahasa Inggris). Dua konsep
itu, baik Staat maupunStateberakar dari bahasa Latin, yastatumatau
status yang berarti menempatkan dalam keadaan berdembuoat berdiri,
dan menempatkan. Kata status juga dapat diartighagai suatu keadaan
yang menunjukkan sifat atau keadaan tegak dan tetap

Konsep negara sebagai organisasi kekuasaan dipetdeb J.H.H.
Logemaan dalam bukDver De Theorie Van Eegtelling Staadrechtyakni
bahwa keberadaan negara bertujuan untuk menyelekggadan mengatur
masyarakat yang dilengkapi dengan kekuasaan tertiDgfinisi itu
menempatkan negara sebagai organisasi kekuasaatiygBwo, 1997).
Terminologi seperti itu kemudian diikuti oleh Hatta).Laski, Max Weber,

dan Leon Duguit.
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Dalam konsepsi itu, Kansil (1978) menyatakan bahegara adalah
suatu organisasi kekuasaan dari pada manusia-raamsisyarakat) dan
merupakan alat yang akan dipergunakan untuk mentajp@an bersama.
Dalam pengertian luas, negara merupakan kesats#l gang diatur secara
konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama

Pengertian tentang negara yang dikemukakan olela pakar
kenegaraan , antara lain:

1. Kranenburg
Dalam konsepsi Kranenburg, negara merupakan suganieasi yang
timbul karena kehendak dari suatu golongan atagdzarya sendiri.

2. Roger F.Soltau
Negara adalah suatu alagency) atau wewenangauthority) yang
mengatur  atau mengendalikan  persoalan  bersama  yang
mengatasnamakan masyarakat.

3. George Jellinek
Dalam terminologi Jellinek, negara merupakan omgmsii kekuasaan
dari sekelompok manusia yang telah berkediamarilayah tertentu.

4. G.W.F.Hegel
Negara adalah organisasi kesusilaan yang muncalgaelsintesa dari
kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal.

5. Soenarko
Negara adalah organisasi masyarakat yang memé#gi&rath tertentu di

mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebdgaldtan.
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6. R.Djokosoetono
Negara adalah organisasi sekelompok manusia yaragldali bawah
suatu pemerintahan yang sah.

Dapat disimpulkan bahwa negara merupakan suatunisega yang
di dalamnya harus ada rakyat, wilayah yang permadan pemerintahan
yang berdaulat (baik ke dalam maupun ke luar). makonsep negara
sebagai organisasi kekuasaan, di dalam negarapstrdaatu mekanisme
atau tata hubungan kerja yang mengatur suatu kelonmpanusia atau
rakyat agar berdaulat atau bersikap sesuai dengfaenklak negara. Untuk
dapat mengatur rakyatnya, maka negara diberi kakmgauthority) yang
dapat memaksa seluruh angotanya untuk mematuhiaspgeaturan atau
ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara. Untekghindari adanya
kekuasaan yang sewenang-wenang, di sisi lain aggga menetapkan
cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekudsadapat digunakan
dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, gadongrganisasi maupun
oleh negara itu sendiri.

Ketika di dalam bahasa Indonesia kita hanya merngeatu
pengertian tentang negara, maka tidak demikianyhaltalam sejarah
bernegara di Eropa. Analisis ini diperlukan agan Kidak tergelincir ke
pengertian negara yang tidak sesuai dengan catap@rangsa Indonesia.
Semenjak bangsa-bangsa di Eropa sudah menetapgdd&nnmengembara
(nomaden)lagi, maka bernegara pada umumnya diartikan menrati&u

menguasai sebidang tanah atau wilayah tertentum{@®atfahyono, 1992:
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92). Dengan lain kata, penguasaan atas tanah yaegumbuhkan
kewenangan kenegaraéeori patrimonial)di mana struktur sosial yang di
hasilkan disebutfeodalisme atau landlordisme Negara dalam keadaan
demikian disebut sebagai tandand) dan hal ini nampak pada sebutan
England, Hollangddan lain sebagainya.

Definisi tersebut kemudian berkembang, yaitu batamah tersebut
mendatangkan kemakmuran atau kekay@eithrijkdom), di mana negara
kemudian diartikan sebagajk (Belanda) ataueich (Jerman) yang artinya
kekayaan kelompok manusia (dinasti) misalrisankrijk, Oostenrijk dan
sebagainya. Kondisi pra-liberal ini berakhir dengammbuhnya teori
liberalisme yang dipelopori oleh John Locke, Thonkésbbes dan Jean
Jaque Rousseau. Dalam konsepsi itu, negara tidakdiartikan sebagai
tanah maupun kekayadtand atau reich)melainkan sebagai suatu status
hukum (state-staat) suatu masyarakat huku(legal society)sebagai hasil
dari suatu perjanjian bermasyarak#&social contract) Jadi negara
merupakan hasil perjanjian bermasyarakadr trag-ver-drag)dari pada
individu-individu yang bebas, sehingga hak-hak graeorang (hak asasi)
adalah lebih tinggi kedudukannya ketimbang negarsgymerupakan hasil
bentukan individu-individu bebas tersebut.

Cara pandang individualstik ini sebagaimana dijeas oleh
Soepomo di dalam rapat BPUPKI, tidak kita pilihuakdta ikuti, sekalipun
di dalam lembaga-lembaga pendidkan di Indonesia ihmasdi

“indoktrinasikan”. Faham individualistik ini mendappertentangan dalam
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sejarah kenegaraan di Eropa dari kelompok sodiahsdnis yang

dipelopori oleh Marx, Engels, Lenin yang berangap@&ndasarkan teori
kelas bahwa negara adalah alat dari mereka yangoekoya kuat untuk

menindas yang lemah. Cara pandang seperti itu puggan cara pandang
bangsa Indonesia tentang negara.

Selain kedua cara pandang tersebut, soepomo mémyuradanya
cara pandang yang ketiga yang dikenal sebagai pamdang inegralistk,
yang melihat negara sebagai suatu kesatuan orgaeigerti yang
dikemukakan oleh Hegel, Adam Muller, dan Spinozahdm integralistik
ini berbeda dengan cara pandang individualistiki daousseau dan
kolektivisme Rusia. Dalam pada itu, Hatta menent@igm integralistik
Jerman ini, karena dianggap dapat menumbuhkan aelekuasaan,
sekalipun ada kemiripan dengan cara pandang In@domestang satunya
makro dan mikrokosmos. Hatta mengusulkan dilenigly@pcara pandang
integralistik tersebut dengen kemerdekaan bergerikarkumpul, dan
menyatakan pendapat. Dengan diterimanya usul MuatiaHatta, maka
terbentuklah integralistik Indonesia yang berbedsmgdn cara pandang
integralistk Jerman (Padmo Wahyono, 1992: 94). Ddjdentifikasi bahwa
di dalam individualisme Rousseau, individu lebilutdmakan ketimbang
masyarakat. Sedangkan di dalam integralistik Jermaasyarakat lebih
diutamakan ketimbang individu, dan di dalam intégti& Indonesia,
kemakmuran masyarakat diutamakan, namun harkatmdatabat manusia

tetap dihargai.
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Oleh karena itu cara pandang Indonesia, tidak sekedlihat negara
secara organis, melainkan sebagaimana disepakaig ykemudian
dirumuskan dalam alinea ketiga UUD 1945, yaitu bahwvegara adalah
suatu keadaan kehidupan berkelompoknya bangsa dedoryang atas
berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorongikeh keinginan
luhur bangsa Indonesia untuk berkehidupan berkedaaamg yang bebas.
Dengan demikian sekalipun semenjak Rousseau, ar@ismegara berkisar
pada masalah hukum, yaitu pembentukan legisl&iselautif, dan yudikatif,
namun analisa tersebut di Indonesia harus tetapsdian pada cara

pandang integralistik.

B. Terjadinya Negara, Tujuan dan Fungsi
1. Terjadinya Negara
Suatu negara tidak serta-merta begitu saja munmigpi ada
latarbelakang pendorongnya. Terdapat beberapa teotang terjadinya
suatu negara, antara lain adalah sebagai berikut:
1. Teori Kenyataan
Dalam teori ini, terjadinya suatu negara adalaliuskanyataan. Ketika
unsur-unsur negara (pemerintahan yang berdaulagishadan wilayah)
ada, maka pada saat itu juga suatu negara sudgadienyataan.
2. Teori Ketuhanan
Terjadinya suatu negara adalah kehendak Twhanurut teori ini segala

sesuatu tidak akan terjadi apabila Tuhan tidak mendakinya.
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Kalimat-kalimat seperti “Atas Berkat Rakhmat Tuhdang Maha
Kuasa”...by the grace of God” menunjuk ke arah teori ini.
. Teori Perjanjian
Berdasarkan teori ini, terjadinya negara dikakan oleh adanya
perjanjian yang dibuat antara orang-orang yangnyadihidup bebas
merdeka, terlepas satu sama lain tanpa ikatan &esemg Perjanjian ini
diselenggarakan agar kepentingan bersama terpeelitaar terjamin, agar
orang yang satu tidak merupakan binatang buas dragig yang lain
(homo homini lupusmenurut Hobbes). Perjanjian itu disebut perjanjia
masyarakat gocial contract menurut ajaran Rousseau). Dapat pula
terjadi suatu perjanjian antara daerah jajahanalmja kemerdekaan
Filifina pada tahun 1946 dan India pada tahun 1947.
. Teori Penaklukan
Berdasarkan teori ini, terjadinya negara lshédan oleh sekelompok
manusia menaklukan daerah kelomok lain. Agar daruvatetap dapat
dikuasai, maka dibentuklah suatu organisasi yamgplaenegara. Selain
itu terjadinya negara dapat pula disebabkan olahyad

a. Pemberontakan terhadap negara lain yangambn;

seperti: Amerika Serikat terhadap Inggasdgtahun
1776-1783.
b. Peleburar{fusi) antara beberapa negara manjadi satu

negara baru, misalnya: Jerman bersatu pada te8i/ 1.
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c. Suatu daerah yang belum ada rakyatnya atau peateimiya
diduduki/dikuasai oleh bangsa/negara lain.

d. Suatu daerah tertentu melepaskan diri dari yanginyad
menguasainya dan menyatakan dirinya sebagai segtra baru
(misalnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia padata845).
Secara teoritis, suatu negara dianggap ada apatala dipenuhi

ketiga unsur negara yaitu: pemerintahan yang b&tabangsa, dan
wilayah. Konsepsi seperti ini mempengaruhi puladeleatan di dalam
PPKI, baik di dalam membahas wilayah negara maupgundalam

merumuskan Pembukaan yang sebenarnya direncanakeagas naskah
Proklamasi. Suatu kenyataan pula bahwa tidak satuparga negara
Indonesia yang tidak mengangap bahwa terjadinya INiKBRlah pada waktu
Proklamasi 17 Agustus 1945, sekalipun ada pihalkpifterutama luar
negeri) yang berangapan berbeda dengan dalih yang universal. Oleh
karena itu sekalipun pemerintah belum terbentukkéa hukum dasarnya
pun belum disahkan, tetapi bangsa Indonesia beagaggbahwa NKRI
sudah ada semenjak di Proklamasikan. Bahkan aphibéiakaji rumusan
pada alinea ke dua Pembukaan UUD 1945, bangsada@oberanggapan
bahwa terjadinya negara merupakan suatu prosesratekaian tahap-
tahap yang berkesinambungan. Adapun rincian terseualah: (1)

perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia; (Klapnasi atau pintu
gerbang kemerdekaan, dan (3) keadaan bernegaranyfangilai dasarnya

adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur
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Dengan demikian jelaslah bahwa dalam menterjemahkan
perkembangan teori kenegaraan tentang terjadinyRINingat terperinci.
Hal ini dapat kita amati tentang unsur terjadifyidRI adalah sebagai
berikut:

a. Terjadinya negara merupakan suatu proses yang seleédar dimulai
dari proklamasi, melainkan bahwa perjuangan kenkea® pun
mempunyai peran khususnya dalam pembentukan ideladar yang
dicita-citakan.

b. Setelah Proklamasi barulah “mengantarkan bangsanési” ke depan
pintu gerbang kemerdekaan, jadi tidak berarti batieragan proklamasi
telah selesai kita bernegara

c. Keadaan bernegara yang kita cita-citakan bukanktedar adanya
pemerintahan, wilayah, dan bangsa, melainkan hkitasisi menuju
keadaan merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan orakm

d. Terjadinya negara adalah kehendak seluruh bangsabukan sekedar
keinginan golongan yang kaya dan yang pandai atdongan yang
ekonomi lemah untuk menentang yang ekonomi kuariegalam teori
kelas.

e. Unsur religieusitas dalam terjadinya negara merkkajou kepercayaan
bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Unsur terakhir inilah yang kemudian gamahkan menjadi pokok
pikiran keempat yang terkandung di dalam pembulsiwa: Indonesia

bernegara mendasarkan pada Ketuhanan Yang Mahgakgadi dasarkan
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pada kemanusiaan yang adil dan beadab. Oleh kéretmdang-Undang
Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan perafridan lain-lain
penyelenggara negara untuk memelihara budi pekemig luhur dan

memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

2. Tujuan dan Fungsi Negara

Dalam sistem feodal, tujuan negara adalah pengoadaa tanah.
Oleh karena itu, pemupukan kekayaan oleh penguasgadi tujuan utama
dan kekayaan yang melimpah pada penguasa (nedan)“tertumpah”
pada rakyatnya. Rakyat cukup menyerahkan diri paelaguasa apabila
ingin makmur. Itulah tujuan bernegara yang feotlletau yang sering kali
terjelma pula dalam sistem perekonomian “merkatitili bahkan etatisme.
Secara kiasan sering diungkapkan bahwa rakyat hanesunggu
“membesarnya kue” yang akan dibagi.

Cara pandang demokrasi modern semenjak Rousseautojain
bernegara adalah persamaan dan kebeljasmmare born free and equal).
Gagasan ini bahkan menjadi mitos di Eropa dengansaipenekanan yang
berbeda-beda. Misalnya di Eropa Barat orang mengkan kebebasannya
sedangkan persamaannya cukup dalam hukum, sedadgkaopa Timur
(menurut Eropa Barat) yang diutamakan persamaaerimgd, sedangkan
kebebasannya dinomorduakan. Mitos persamaan dareb&sén ini
kemudian dituangkan ke dalam konsep negara hukumg yEemokratis

dengan pelbagai variasinya, sehinga oleh Carl Sthtisimpulkan bahwa
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Ide al Begrif derverfassung atau pengertian ideal di dalam konstitusi
adalahDemokratischen RechtsstaaMitos ini pernah diterapkan pula di
dalam konstitusi RIS dan UUD S 1950 dengan rumusgara hukum yang
demokratis. Di negara-negara Anglo Saxon kita ké&oakepRule of Low
and not of men,sedangkan negara-negara Eropa Timur cenderung pada
konsepSocialist Legality.

Kemudian bagaimana tujuan bernegara Indonesia.n§gshbnya
merupakan konsep yang lebi tua dari pada negaranm@inodern)ialah
bahwa konsep negara bertujuan untuk memenuhi kegantumum atau
res publica. Ini dibakukan dalam konsep negara Republik, sej@ng
asumsinya setiap negara yang berbentuk Republilkalald untuk
kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan dig@smnarchie)atau
untuk kepentingan golongdaristokrasi).

Konsep kepentingan umum menurut bangsa Indonesiarase
ketatanegaraan, sering kali diungkapkan sebagaiyarsesat adil dan
makmur berdasarkan Pancasila. Di dalam alinea kaeRgmbukaan UUD
1945 dirumuskan unsur-unsur masyarakat adil makimemdasarkan
pancasila tersebut secara dinamis dan tidak tefmtogistis. Unsur-unsur
tersebut adalah: (a) melindungi segenap bangsanést dan seluruh
tumpah darah Indonesia; (b) memajukan kesejahteraamum; (c)
mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (d) ikut melakaa ketertiban
dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaankekdilan sosial.

Dengan demikian konsepsi masyarakat adil dan makbmrdasarkan
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Pancasila adalah secara ketatanegaraan tidakdéim terselenggaranya
keempat unsur tersebut secara dinamis berkesinayabun
Operasionalisasinya pencapaian tujuan bernegara uroten

penjelasan UUD 1945, maka pertama di-“ciptakan” gkegokok pikiran
dalam Pembukaan ini ke dalam pasal-pasal sebagaruksi bagi
penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kedndugegara dan
menyelengarakan kesejaheraan sosial. Penjabardebihi lanjut ialah ke
dalam unang-undang, demikianlah sistem undang-gnddasar Kkita.
Penciptaan ke dalam pasal-pasal adalah dalam bd&etudalam tatanan-
tatanan kehidupan yang dijabarkan nilai-nilai dagar

Sedangkan mengenai fungsi negara, mengisyaratkawabaetiap
negara menyelenggarakan fungsinya sebagai negdegpuA fungsi negara
adalah sebagai berikut: (1) melaksanakan penertiharkeamanan negara,
dimana untuk mencapai tujuan bersama dan mencegghdihya
disintegrasi bangsa maka negara harus berperarksarikan penertiban;
(2) mengusahakan kesejahteraan dan kemakmurant;rgBygertahanan;
dan (4) menegakkan keadilan yang dilaksanakan uidtaldan peradilan.
Menurut Mac Iver, fungsi negara dapat dibedakan jageértiga macam
yaitu: (1) Kketertiban, (2) perlindungan, dan (3)mgéharaan dan

perkembangan.

C. Bentuk dan Unsur Negara

1. Bentuk Negara

21



Bentuk negara adalah penjelmaan dari pada orgamegara secara
nyata di masyarakat. la mencerminkan suatu pol@nter atau dengan
orientasi sistemik, merupakan suatu sistem ber@gsinatau puncaknya
manusia dalam kehidupan berkelompok. Berdasarkari-teori modern,
bentuk negara yang terpenting adalah Negara Kesdtl@itarisme) dan
Negara Serika(Federasi).Di lihat dari segi ini maka bentuk organisasi
negara bukan lagi masalah republik atau monarklgtoarasi, melainkan
negara kesatuadannegara serikat.

1. Negara Kesatuaradalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat di
mana diseluruh negara yang berkuasa hanya adpesatrintah pusat yang
mengatur seluruh daerah. Di dalam negara kesafpamerintah pusat
mempunyai wewenang untuk mengatur seluruh wilayahmgelalui
pembentukan daerah-daerah dalam wilayah negaramDadgara kesatuan
pelaksanaan pemerintahan negara dapat dilaksandkagan sistem
sentralisasidan desentralisasi Pertama,sistem sentralisasadalah segala
sesuatu dalam negara itu langsung diatur dan dalalspemerintah pusat,
sedangkan daerah-daerah tinggal melaksanakannyaduaKesistem
desentralisasi di mana kepada daerah diberikan kesempatan dan
kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sgptimomi daerah)
yang dinamakardaerah otonomBentuk negara kesatuan pada umumnya
mempunyai sifat-sifat seperti: (1) kedaulatan negaencakup ke dalam dan
ke luar yang ditangani pemerintah pusat; (2) nebargya mempunyai satu

undang-undang dasar, satu kepala negara, satu dewateri, dan satu
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Dewan Perwakilan Rakyat; (3) hanya ada satu kednjalang menyangkut
persoalan politik, ekonomi, sosial budaya, serttapanan dan keamanan.

2. Negara Sereikat (Federasipdalah suatu negara yang merupakan
gabungan beberapa negara, yang menjadi negaraaneggian dan negara
serikat itu. Negara-negara bagian itu semula méapauatu negara yang
merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri. Denganggabungkan diri
dengan negara serikat, maka negara yang tadinydribeendiri itu dan
kemudian menjadi negara bagian, melepaskan sebdgraikkekuasaannya
dan menyerahkan kepada negara serikat. Kekuasamn diserahkan itu
disebutkan satu demi safiiminatif), dan hanya kekuasaan yang disebutkan
itulah yang deserahkan kepada negara serikilegated powers).
Kekuasaan asli ada pada negara bagian, dan negarbeihubungan
langsung dengan rakyatnya. Kekuasaan dari negakatsgdalah kekuasaan
yang dterimanya dari negara bagian. Biasanya yasgadhkan oleh negara-
negara bagian kepada negara serikat ialah haldra yperkaitan dengan
hubungan luar negeri, pertahanan negara, keuanganukdisan pos dan

telekomunikasi.

. Unsur Negara

Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa suatu negaréhaitus
memenuhi syarat-syarat : (1) rakyat yang bers&udderah atau wilayah,
(3) pemerintah yang berdaulat, dan mendapat peagalari negara lain

(Budiyanto, 1997).Konvensi Montevidegpada tahun 1933 menyebutkan
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unsur-unsur berdirinya suatu negara antara lainpaerakyat, wilayah yang
tetap, dan pemerintah yang mampu mengadakan hubunganasional.
Dari pendapat tersebut, unsur rakyat, wilayah, gemerintah yang
berdaulat merupakan unskonstitutif karena keberadaannya mutlak harus
ada. Sedangkan pengakuan dari negara lain merupakan deklaratif yang
bersifat formalitas, karena diperlukan dalam rangi@menuhi unsur tata
aturan pergaulan internasional. Kansil (1978) m&kan bahwa pada
umumnya negara itu harus memenuhi unsur-unsursytaat: (a) harus ada
wilayahnya; (b) harus ada rakyatnya; (c) harus pelaerintahan yang
berkuasa terhadap seluruh daerah dan rakyatnya, (dlarharus ada

tujuannya.
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KONSEP NEGARA DALE\'I?/IBI\/III,LSYARAKAT PRIMITIF
A. Kepemimpinan Masyarakat Kesukuan

Jika membahas perkembangan negara dari suatu ssigagang sangat
sederhana sampai yang modern, pada umumnya ahlikall politik selalu
berpijak dalam bidang antropologi. Dua bidang amuftogi ini dalam
hubungannya dengan negara membahas organisasimpeemitradisi, dan
kebudayaan. Oleh karena itu bidang antropologtipaebagai pendekatan untuk
menjelaskan sejarah ketatanegaraan, tidak terldpaskerangka politik yang
mendukungnya.

Ada satu buku yang berjudulntropologi Sosial: Sebuah Pengantar,
karangan Huizinga, salah satu babnya membahas kbeettuk negara yang
primitif. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa b&nyang paling umum dari
sistem politik di antara masyarakat-masyarakat yalgelajari oleh ahli
antropologi ternyata masyarakat tersebut sudaht dtipamakarstate, meskipun
masyarakat tersebut tergolong primitif yang tingggdara terisolasi di pedalaman.
Masyarakat kesukuan atau primitif ini oleh ahlirapblogi di namakartribe.
Dari pendekatan antropologi sosial dan polttibe sedah mempunyai sistem
politik. Masyarakat kesukuan berdasarkan kajianogologi mempunyai ciri-ciri:
(1) jumlah penduduk biasanya sedikit dibandingkengdén masyarakat modern
ini, hanya ada beberapa keluarga yang mendiamyatilavilayah kesukuan; (2)
masyarakat kesukuan sangat tergantung pada aldrkarbanasyarakat tersebut

mengisolasi di alam.

25



Berdasarkan teori antropologi, yang dibangun okefa @hli antropologi
Eropa Barat yang mempelajari masalah masyarakésidi sebagai tanah koloni,
antara lain dijelaskan bahwa masyarakat-masyar&iestikuan sebenarnya
merupakan masyarakat yang sudah mempunyai sistkoasaan, dan hal ini
dapat dilihat dari pemimpin-pemimpin sukunya. Adagiri-ciri pemimpin atau
kepala masyarakat kesukuan antara lain: (1) meyspukelebihan dari
kemampuan rata-rata anggota suku, misalnya kelaeramielindungi warga suku
dari suku lain, yang oleh ahli antropologi disebpitimus inter pares”, yang
artinya satu-satunyprimus inter class (2) mempunyai pengetahuan dalam hal
adat-istiadat, memimpin ritual, dan penyerbuan;s@)rang pemimpin kesukuan
mampu menciptakan suasana kekerabatan yang bdikagga unsur-unsur
dendam dapat dihilangkan. Oleh karena itu pemirkpsukuan harus kerja sama
dalam warga kesukuan.

Masyarakat kesukuan yang primitif termasuk budagamyencakup
tahap ontologi, yaitu tahap dimana hakekat daslpmya sangat tergantung pada
alam. Tahap ini diperkuat dengan tahap mistis,uytahap memitoskan alam
dengan berbagai ritual seperti upacara. SedangklEmdmasyarakat modern,
tahapannya sudah memasuki tahap fungsional, di roailka, nalar, pikiran,
mulai digunakan untuk menguasai alam, dan tidajatgung pada alam. Tetapi
dalam beberapa kasus mesyarakat modern seringkaelda tahap mistis.

Terbentuknya kepemimpinan masyarakat kesukuan,t dpaulai dari
Indonesia dan membandingkannya dengan suku lalorda terutama Afrika dan

Amerika Latin. Untuk Indonesia dapat dipilih tergamasyarakat kesukuan yang
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ada di Irian Jaya. Adapun alasannya adalah: (Ijiah Jaya hingga saat ini,
masyarakat kesukuan masih dapat dilacak ciri-agfinga; (2) Ada sebagian
masyarakat kesukuan di Irian Jaya, misalnya di J&jjaya yang merupakan
wilayah perbatasan dengan Papua Nugini, yang megalikgn zaman neolitikum
baru sekitar dua dekade atau 20 tahun. Ini belbahiva masyarakat kesukuan
dapat direkam ciri-ciri kepemimpinan kesukuan yataam beberapa literatur
disebutprimus interpares yaitu satu-satunya tokoh dari sekian banyak orang
Salah satu buku yang menjelaskg@nimus interpares dalam masyarakat
internasional adalalindonesian Sociologikal Studieskarangan B.Schrieke
terbitan tahun 1960 Sumur Bandung, Bandung. D&ansep primus interpares
ini, maka membahas masyarakat kesukuan ini, nssigat relevan. Dan pada
umumnya konsep kepemimpinan primus interpares tiilkut dalam masyarakat
demokratis dan masyarakat modern. (3) Suku-sukian ldaya, dibandingkan
dengan suku-suku lain di Indonesia masih dapat mjekkan hubungan yang erat
dengan lingkunan sekitarnya, sehingga tahap pemnikya dapat dimasukkan
dalam tahap mistis dan ontologis. Sedangkan sukgdaalainnya yang sudah
modern, dapat digolongkan dalam tahap fungsional.

Buku yang merupakan sumber informasi tentang Baya telah banyak
ditulis oleh para ahli antropologi dan sosiologiofésor Koentjaraningrat 1964,
menerbitkan buku tebal tentaPgnduduk Irian Jaya,di samping artikel-artikel
kecil tentang Irian Jaya yang sangat bermanfaaikuditelaah lebih lanjut. Di
samping itu banyak pula sarjana-sarjana asing nseterntang Irian Jaya. Dari

sejumlah karangan itu, dapat diambil kesimpulartaten ciri-ciri masyarakat
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kesukuan, yakni: (1) masyarakat sangat terikat pagkungan sekitarnya, karena
berada pada tahap mistis dan ontologis; (2) omenpada nenek moyang.
Kebiasaan menghiasi badan sebagai bagian dariisitk&kepercayaan. Banyak
yang menghias badannya dengan kayu, daun, danaipeba&nggota tubuh hewan.
Biasanya ritualistik ini dibedakan menjadi tiga iaag yaitu untuk laki-laki,

perempuan, dan anak-anak. Hiasan ini membedakaal status sosial yang

dijalankan oleh kelompok masyarakat kesukuan.

B. Tribe Communities dan Feudal Society

Perkembangan negara dilihat dari keanekaragamakerpbangan
masyarakat kesukudiribe communities dan“feudal society,nampaknya agak
sulit untuk melangkah suatu hubungan linear bahwasyarakat feodal
merupakan perkembangan dd&ribe communities”. Dalam kenyataannya, ada
“tribe  communities” yang selamanya menjadi komunitas kesukuan. Tetapi
dibeberapa masyarakat di dunia, masyarakat kesukeskembang menjadi
masyarakat kerajaan, misalnya masyarakat kesukuaBedua Afrika. Di
Indonesia, pengertian masyarakat kerajaan bukarupakan perkembangan
langsung dari masyarakat kesukuan, misalnya petharb dan perkembangan
kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan bergeser Wwa Janur, tidak dapat
disebut sebagai perkembangan masyarakat kesukiliagga saat ini keragaman
suku di Irian Jaya, meskipun dalam era modernktig@mbentuk masyarakat
kerajaan. Berpuluh-puluh suku di Irian Jaya, dengahmasa lokalnya yang

berbeda-beda tetap menjadi masyarakat kesukuaramletig-cirinya berburu,
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beternak, dan sebagian ada yang berpindah-pintdhh Isebabnya diperlukan
teori-teori secara empiris tentang munculnya madkgdr feodal, yang
dinamikanya ada di dalam birokrasi kerajaan.

Ada sebuah buku yang berjudsdcial society, karangan March Block
Vol. I, Chaniago, The University of Chaniago Pres361. Buku tersebut aslinya
dalam bahasa Perancis, kemudian diterbitkan daddrada Inggris. Buku tersebut
banyak membahas perkembangan masyarakat feodatoga.EPerkembangan
feodal di Eropa sebagai masyarakat negara, beridedgan perkembangan
masyarakat kerajaan di Asia. Mungkin March Blockkt@angan informasi
tentang feodalisme di Asia, sehingga pembahasatidgt secara mendalam
tentang foedalisme Asia. la hanya sekedar membgkainlahirnya masyarakat
feodal di Timur Tengah dan Eropa Barat, atau lafirfoedalisme dalam
masyarakat Islam dan Kristiani. la menggunakan eeadn ikatan
ketergantungan. Dari pendekatan itulah Block menggan pihak penguasa dan
pihak yang dikuasai. Ini berarti bahwa dalam mealatr Islam dan Eropa Barat,
ada kelompok sosial yang dikuasai. Di Eropa Baelbrkpok yang dikuasai
adalah rakyat yang dalam ikatan khusus adalah jpetani. Sedang penguasa
adalah tuan-tuan tanah. Di Inggris, tuan-tuan tamah biasa melakukan
pertemuan-pertemuan, dan mengangkat tuan tanabr samg kemudian manjadi
raja. Proses itu berlangsung sejak masa sebeluhir@agga lahirnya kerajaan-
kerajaan di Inggris.

Di Afrika, berbeda halnya dengan di Inggris, maaiat suku yang

beraneka ragam, kemudian mengembangkan dirinya ademsgatu birokrasi
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dengan kriteria persamaan suku, adat-istiadat, ythgnya menjadi komunitas
kerajaan kecil. Komunitas ini saling melakukan siy@enyerangan, penguasaan,
sehingga ada komunitas-komunitas yang dikuasai. Uitas-komunitas yang
dikuasai ini adalah raja-raja kecil yang oleh Blatikebuthomage,yaitu rasa
hormat yang disertai dengan pemberian upeti kepatanitas kerajaan.

Di Indonesia, pengertian masyarakat feodal agak dengan di Eropa.
Jika mendasarkan pada sumber-sumber arkeologiatspatgs bahwa masyarakat
kerajaan muncul begitu saja dari tingkat komuny&asg kecil dan dibimbing oleh
seorang raja, dan kemudian berkembang secara ikwataerah-daerah dan para
pegawainya digaji dengan tanah. Dalam perkembangagang terakhir dari
masyarakat kerajaan di Jawa, pegawai kerajaan yaegdapat gaji itu
menggunakan sisterapanage.Ada sebuah buku yang merupakan hasil studi
ilmiah berjudul Vorstenlanden karangan G.P. Rouffaer yang sangat khas
membicarakan dan membahas struktur birokrasi lamajlawa dengan sistem
apanage. Makin tinggi jabatan seseorang dalam taisokersebut, maka gaji yang
berupa tanah akan semakin luas. Tanah ini dikerjakah petani dengan sistem
pengabdian sosial. Lihat D.H. Burger dalam b&ajarah Sosiologis Ekonomis
Indonesiaterbitan tahun 1960.

Di Jawa, para raja untuk mengokohkan dirinya selsakam dan secara
religius, maka raja-raja itu banyak melakukan apaaipacara keagamaan.
Sistem upacara yang mereka jalankan adalah sisebmdkyaan Hindu dan
Budha. Upacara itu tampaknya merupakan gejala udiuAsia Tenggara. Lihat

G.Goedes dalam bulkmdianized States of Southeast Asiarbitan tahun 1970.

30



Upacara-upacara dikemas menurut aturan-aturan agdmdu dan Budha
sehingga raja sebagai penguasa dianggap bukan biasay oleh rakyat. Rakyat
mengangap bahwa mereka adalah utusan para dew&, meterintah di bumi,
sehingga muncul konseafewa raja.Ini berarti berbeda dengan di Eropa, dimana
pemahaman agama-agama lebih bersifat birokratisla R#bad pertengahan
misalnya, pendeta nasrani lebih merupakan figuokbatis-politis, karena ia
bersama-sama raja selalu membuat keputusan-keputpsdtik, sehingga
keputusan atau kekuatan gereja sangat diseganrakght. Gereja juga memiliki
wilayah administrasi, penduduk, dan aspek sosiaheti yang lain. Bahkan
gereja memiliki keputusan politik di samping biragr Baru pada abad ke-17

dimulai gerakan pemisahan antara birokrasi getajabitokrasi negara.

C. Patronase dan Paternalistik Masyarakat Kesukuardi Afrika
Paternalistik dan patronase masyarakat kesukuaffrika, memiliki

karakteristik yang unik dan menarik. Keterbelakangeasyarakat Afrika sebagai
benua, berlangsung sampai akhir abad ke-19nDkémsepsi ini, orang Barat
memberinya predikat sebag@he Dark Continent,suatu sebutan yang cukup
menyakitkan bagi orang-orang Afrika. Mereka menyesebagai benua gelap
karena Afrika secara keseluruhan baru mengenahtuipada akhir abad ke-19.
Padahal jika mengkaji sejarah Afrika Utara, malatditerdapat Mesir yang pada
abad 5000 tahun Sebelum Masehi sudah mengenalrulisl artinya ada suatu
kekecualian bahwa Mesir sudah memasuki jaman segmjak Sebelum Masehi.

Bahkan pada jaman tersebut Mesir sudah dapat litatebagastate.
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Ada sebuah buku yang berjudumiside Africa karangan John Gunther
tahun 1955 terbitan Hamiston Hamilton, London yanmdkup menarik untuk
dijadikan referensi. Dalam buku tersebut, penuékht mengumpulkan data
sejarah dan antropologi masyarakat Benua Afrikaapakhir tahun 1920-an
hingga tahun 1930-an. Gunther telah menggunakah tdri 100 sampel yang
terdiri dari wilayah dan kota yang dikunjunginyaldginua tersebut. Menurut dia,
keunikan Afrika bersumber dari keadaan sosiologistoris, antropologis, dan
geografisnya. Dari segi itu ternyata masyarakatyarakat Afrika pedalaman,
tumbuh dan berkembang dari kelompok-kelompok kesukian sub-kesukuan.
ltulah sebabnya ketika terjadi kolonialisme Afrils®perti Perancis, Inggris,
Belanda, Belgia mulai mengeksploitasi ekonomi Adrikmereka kebanyakan
sembari mengumpulkan informasi historis-antropadogiasyarakat kesukuan
tersebut. Dari kajian historis-antropologis itutediukan unsur budaya dari
masyarakat primitif hingga masyarakat modern. Dalarasyarakat Afrika,
ternyata yang masih tetap kuat adalah upatnonasedanpaternalistik.

Afrika juga mempunyai keunikan dari sudut geografyang
menempatkan Afrika sebagai benua sendiri di duKiaunikan itu adalah
terbentuknya gurun pasir yang oleh para pakar Bdrs¢but Laut Patih.
Sedangkan di pedalaman Afrika, diwarnai dengan k@ flora dan fauna yang
memberikan sumbangan besar terhadap kajian anbgipaejarah, dan akhir-
akhir ini kajian mengenai lingkungan hidup.

Kedua keunikan itulah yang membentuk masyarakaik#fisecara

khusus, dan penting untuk dikaji secara ilmiah. tdeg pentingnya Afrika
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sebagai kajian ilmiah, ternyata berdasarkan padwljurnal ilmiah yang terbit
selama beberapa dekade, dan oleh karenanya kdjika di mata sarjana Barat
telah melahirkarAfrica Studies.Jurnal ilmiah yang paling banyak adalah bidang
antropologi tentang Afrika. Secara khusus ada usitzes di Inggris, yang
dinamakan“Universitas Bidang Ketimuran” yang mempelajari tentang Asia
dan Afrika.

Munculnya kajian Afrika di universitas-universitakropa Barat
dilatarbelakangi oleh beberapa kondisi yaitu: peaadidorong oleh kebijakan-
kebijakan kolonial ketika Afrika menjadi tanah koicAfrika Barat. Atas dasar
ini, maka kajian Afrika telah dimulai sejak Afrikmenjadi tanah koloni. Kedua,
kajian Afrika didorong oleh perkembangan ilmu peabeaan di Eropa Barat sejak
revolusi industri di Inggris, yang menempatkan bglailmu dan teknologi
prioritas utama untuk kemajuan industri. Setelata®g Dunia Il, kajian Afrika
semakin berkembang pesat, terutama di kampus-kampigpa Barat.
Perkembangan yang pesat ini karena dorongan pedtagab teori dan
metodologi ilmu sosial yang menempatkan cara-casditltif yang diagungkan
tahun 1930-an. Dalam pada itu Amerika Serikat ntémalopor perkembangan
secara kualitatif dalam ilmu sosial. Dilihat daegs pembagian wilayah kajian,
meskipun pembagian itu semu, tampaknya Pergurusggirdi Eropa Barat lebih
memusatkan kajiannya pada wilayah-wilayah Afrikedagkan Amerika Serikat

lebih memusatkan pada kajian Asia Tengg&@mjtheast Asian Programs
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D. Patront-Client

Membahas patront-client berarti membahas dua bidang yaitu: (1)
membahas teori Barat yang berhubungan demgdront-clienf (2) membahas
pengalaman masyarakat dalam mengembangkan kebudggaasehingga
terbentuk struktur masyarakat. Dari segi teoriitd®arat, hubungampatront-
client, berarti membahas teori-teori kepemimpinan R.Bertiin Max Weber.
Bendix adalah seorang pemikir Italia, yang menjelasbahwa dalam masyarakat
dunia selalu terdiri dari pemimpin dan orang yangindpin. Yang dipimpin
adalah rakyat yang selalu didominasi oleh para k&alonial. Itulah sebabnya
Bendik menyebut istilatsub-ordinasj yaitu sebagai masyarakat yang dikuasai.
Oleh karena itu menurut Bendix, pemimpin selalu menyai dua hal yaitu
power danauthority. Dalam kajiannya, Bendix lebih banyak menjelaskawer
danauthority masyarakat foedal di Eropa.

Kemudian Weber pada abad ke-19 dan awal abad kewRfa
menjelaskan hubungapatront-client melalui teorinya yaitu: (1) teori yang
tradisional, (2) kharismatik, dan (3) rasionald®a&ubungan yang tradisional,
seorang patront memperoleh kedudukannya melalui secara turun temur
Kekuasaan yang diperoleh secara turun temurundilihas oleh Bendix tetapi
kurang membahas tentapgtront-clientpada kepemimpinan rasional. la sedikit
menyinggung kharismatik seorang penguasa. Padangabkharismatik, seorang
patront mempunyaiclient yang banyak, diikuti oleh rakyat banyak karena

kharismanya, misalnya tokoh-tokoh keagamaan, pandeastor, dan Kkiai.
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Pembahasan Weber mengenai kharismatik ini merupakambahasan
argumentatif-komparatif yaitu pengalaman masyark&agamaan di dunia.

Pada abad Tengah di Eropa Barat yang dimulai padd a ke-13,
hingga menjelang revolusi industri, ternyata paemdeta sangat mempunyai
kewibawaan dalam agama, sosial, politik, ekonomhirggga membentuk nilai
kharisma. Di Indonesia pada abad ke-19, khariskahtbokoh agama Islam yaitu
para kiai menduduki kepemimpinan yang kharismatda dua hal yang
mendorong yaitupertama kiai-kiai mengembangkan pesantren-pesantren tseper
tampak di Jawa sebagai akibat dari modernisaskitBian masuknya ekonomi
uang. Maka cara melawannya adalah dengan mendipkaantren-pesanteren.
Jika mempelajari sejarah pesantren atau tradisinpes, tampak bahwa seorang
kiai mempunyai kharisma yang sangat dikagumi olaha gpantri pondok serta
alumninya. Itulah sebabnya para kiai mempunyai hghuo patront-klientyang
kharismatik hingga saat ini telah banyak kajiandisttentang pesantren di
Indonesia. Jika dipelajari hubungan kiai dengarapgantrinya menunjukkan
corak yang kharismatik. Ada teori yang menyatakamwa perkembangan Islam
diikuti ajaran sufismeyaitu gerakan yang dipimpin oleh para sufi/kiaihga
mempelajaritasawuf. Dalam konsep yang sufistik, ada hubungeatront-client
yang kharismatik.

Keduaadalah kebijakan kolonial yang berupa pemberiamgugpada
aparat birokrasi kolonial untuk mengawasi kegidtagiatan orang Islam, dan
harus memberikan laporan, dan atas dasar itulata rpafa kiai sangat dipatuhi

oleh pengikutnya sebagaiatront. Dalam konsep tradisi kiai sebagaatront
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mempunyai kewajiban: (1) membimbing para santriukinlapat menjalankan
syariat Islam secara baik; (2) melindungi pararsalari ancaman-ancaman baik
yang bersifat fisik maupun non-fisik sehingga ajaseorang kiai pada suatu
pesantren sangat dipatuhi sebagai benteng untukwael segalanya. Di sini
biasanya seorang kiai mengembangkan tarekat atawwédengan aliran masing-
masing.

Pemimpin yang rasional menurut Weber, berdasapedront-clientdi
mana ukurannya adalah prestasi, sehingga mengehkargimgerit sistem”, yaitu
sistem jabatan berdasarkan keahlian, sehingga habilgembangkan rasio atau
nalar. Kebudayaan Barat sejak abad ke-16 mulajateémerit sistem” terutama
di Inggris meskipun di Inggris pada abad ke-15d&isme masih kuat. Setelah
revolusi industri abad ke-18, sistem keahlian beith@ng pesat, sehingga dunia
perdagangan, birokrasi, ekonomi, politik, indudherkembang pesat karena
dorongammerit sisten{keahlian atau prestasi).

Kebudayaan Islam di Indonesia yang dikembangkam d&lerajaan-
kerajaan Islam pada abad ke-17 ketika ada potéwasioeni yang luar biasa di
bidang perdagangan, ternyata hubungatront-client mulai berubah ke arah
yang egalitarian yang kemudian disebut demokrasinurut konsep masyarakat
modern. Abad ke-17 adalah abad Islam dalam sejaddnesia, karena potensi
ekonomi perdagangannya. Hubungaatront-client,dalam hal ini dapat diambil
contoh kerajaan Aceh. Di Aceh, kerajaan Aceh merygudua kitab undang-
undang yaituTajusalatin dan Bustanu SalatinDua buku ini merupakan dua

sumber untuk menatur masyarakat Islam Aceh daldnhditzungan antara raja
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dengan rakyat(patront-client). Ada perbedaan raja sebagpatront antara
kebudayan Islam dengan kebudayaan Hindu. Dalamdegfaan Islampatront
adalah: (1) raja dalam konsep Islam dianggap sebagmng biasa yang
mempunyai kelebihan; (2) dalam kebudayaan Islpatfont atau raja, sultan,
harus mampu mengemban keadilan sesuai dengan -ajaran Islam. Oleh
karena itu, menurut adat Aceh, seperti yang terapglalam dua kitab tersebut,
raja dtuntut olehklientnya: (a) bertindak adil pada orang yang mencuri,
memberikan hukuman berat pada orang yang mencl); r§ja harus
menghidupkan yang mati, dan mematikan yang hidupnya yang salah harus
dihukum dan yang benar harus dibebaskan; (c) aggalslam Aceh, dituntut oleh
clientuntuk memberikan sebagian hartanya pada rakyat.

Sedangkan dalam kebudayaan Hindatront dituntut bahwa: (a) raja
sebagaipatront dianggap sebagai orang yang luar biasa, karenaergamdung
unsur magis dan sakral Dunia giri raja sebaggyatront, digambarkan sebagai
mikrokosmos, di manalientrakyat beranggapan dan percaya bahwa hubungan
mikrokosmo&lam raya harus serasi dan seimbang. Jika tergarsgjgn
menimbulkan malapetaka bagi kehidupan manusia. KJitiw patront harus
disakralkan dengan berbagai upacara dan ritual. pgja masa kejayaan
Majapahit, kepala perang daerah, pada waktu updmalemn purnama setahun
sekali harus menghadap raja bersama upetinya besog@s dan hasil bumi.
Karena raja dianggap sebagai sakral, maka mekanismgdak mengalami

kesulitan.
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NASIONALISME INDONEE'IA,\AB[;XLAM PERKEMBANGAN TATA
NEGARA INDONESIA

Nasionalisme dalam dimensi historisitas dan nonntas,
merupakan sebuah penemuan sosial yang paling nubhkakj dalam
perjalanan sejarah manusia, paling kurang dalam wassa seratus tahun
terakhir. Tidak ada satu pun ruang geografis-sasiiahuka bumi yang
lepas sepenuhnya dari pengaruh ideologi ini. Tamgalogi nasionalisme,
dinamika sejarah manusia akan berbeda sama sBkedikhirnya Perang
Dingin dan semakin merebaknya konsepsi dan arushalgone
(internasionalisme)pada dekade 1990-an hingga sekarang, khususnya
dengan adanya teknologi komunikasi dan informasigyaerkembang
dengan sangat pesat, tidak dengan serta-merta menkssiuntuhan bagi
nasionalisme. Sebaliknya, medan-medan ekspresiegensasionalisme
menjadi semakin intensif dalam berbagai interaksi omunikasi sosial,
politik, kultur, dan bahkan ekonomi internasiortajk di kalangan negara
maju, seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Peran@sipun di kalangan
negara Dunia Ketiga, seperti India, China, Malaysian Indonesia.
Nasionalisme tetap menjadi payung social-kulturanggnegara manapun
untuk mengukuhkan integritasnya.

Sebagai suatu faham kebangsaan, nasionalisme rkarufah”
social-kultur untuk membentuk dan memperkokoh it nasional
sebagai jati diri bangsa yang telah memiliki maatakemerdekaan.

Meskipun telah sering dianggap usang untuk dikam diperdebatkan
38



dalam komunikasi ilmiah, namun sejatinya nasionadistidak sekedar
cukup untuk diperbincangkan dan dipertentangkan agaimana
konsepsinya yang sering dianggap bias, melainkamlu psuatu

penghayatan yang tulus untuk ditanamkan dalam kphid berbangsa,
dan terinternalisasi serta terintegrasi dalam kukehidupan bernegara.
Apalagi dalam konteks kebangsaan Indonesia yamglpdtau heterogen,
maka diperlukan ikatan ideologis yang menjadi nadék bersama yang
bersifat kolektif.

Nasionalisme sebagai gejala historis memiliki pararrgent pada
abad XX dalam prosesation formation negara-negara nasional modern
di Asia dan Afrika. Ideologi kolektif nasionalismiersebut memiliki
fungsi teleologis serta memberi orientasi bagisumasyarakat sehingga
terbentuk  solidaritas yang menjadi landasan bagiosq®
pengintegrasiannya sebagai nasion atau komunitdgikpoSebagai
ideologi kebangsaan, nasionalisme terberntakinter-ideologyterhadap
kolonialisme dan imperialisme yang sanggup menaavarkealitas
tandingan serta menyajikan orientasi tujuan bagalgm politik yang
berjuang untuk mewujudkan realitas substantiveebers Dalam konsepsi
ini, pengalaman kolektif yang serba destruktif mapanjajahan
menawarkan fungsi sejati nasionalisme sebagai pers@idaritas baru,
yang jauh melampaui fungsi ikatan primordialnyasidaalisme adalah
tawaran, sekaligus harapan bagi bangsa yang mesajiekRokohnya

bangunan integrasi dan kedaulatan di atas fondaglrhumanistik.
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Namun demikian, dalam perjalanan sejarah panjanggdaa
teridentifikasi bahwa cita-cita kolektif kebangsaarsebut masih jauh dari
apa yang diharapkan. Sebenarnya kesadaran kalekibnalisme tersebut
merupakan perwujudan bangunan konsep persatuan ndsido
sebagaimana amanat sila ketiga Pancasila, tempatdeanaan segenap
bangsa Indonesia dengan asal-usul bangsa ataaga®sa, etnik, adapt-
istiadat, social-ekonomi, social-budaya, dan idgplgolitiknya yang
pluralistic. Asaspluralism yang dahulu menjadi sumber kekuatan hebat
masa kolonialisme dan imperialisme, ruhnya perjaangmerebut
kemerdekaan, ternyata pada saat bangsa ini dihadgpkda degradasi
kebangsaan, tak urung asas pluralisme tersebutadiemedan ekspresi
kekecewaan dan sumber kerawanan konflik.

Nasionalisme dalam konsepsi sosial-kultural, ke#adnya tidak
muncul begitu saja tanpa proses evolusi makna uetaédia bahasa.
Secara etimologis, kata nasionalisme berasal dsd hationalismdan
nation dalam bahasa Inggris, yang dalam studi semantikid@dernatto,
(1944) dalam Sulfikar Amir (2007), kateation tersebut berasal dari kata
Latin natio yang berakar pada katescoryang bermakna ’'saya lahir’,
atau dari katanatus sum yang berarti ‘saya dilahirkan’. Selama
Kekaisaran Romawi, kataatio secara peyoratif dipakai untuk mengolok-
olok orang asing. Beberapa ratus tahun kemudiaa padd Pertengahan,
kata nation digunakan sebagai nama kelompok pelajar asing di

universitas-universitas (seperti Permias untuk righa Indonesia di
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Amerika Serikat sekarang) (Sulfikar Amir, 2007).t&aenaisansdalam
bahasa Italiarenaissancejuga berasal dari akar kata latin yang sama,
yakni darirenascorataurenatus sumyang berarti saya lahir kembali dan
saya dilahirkan kembali (A. Daliman, 2006: 56).

Konsep nation mendapat makna baru yang lebih positif dan
menjadi umum dipakai setelah abad ke-18 di PraK@tka itu Parlemen
Revolusi Prancis menyebut diri mereka sebagaemblee nationalgang
menandai transformasi institusi politik tersebudriifat eksklusif yang
hanya diperuntukkan bagi kaum bangsawan ke sifatiteg di mana
semua kelas meraih hak yang sama dengan kaum &klasdalam
berpolitik. Jika pada masa Abad Pertengahan (Abaedke), kebebasan
individu dan kebebasan berpikir banyak didomindsh ckekuasaan dan
otoritas agama (gereja), maka sesudah renaisansullain cita-cita
kemerdekaan, lepas dari segala bentuk dominasipdindari dominasi
dogma agama (A. Daliman, 2006: 57). Dari sinilahkma katanation
menjadi seperti sekarang yang merujuk pada bantma lkelompok
manusia yang menjadi penduduk resmi suatu negara.

Dinamika nasionalisme sebagai sebuah konsep yang
merepresentasikan sebuah politik, bagaimanapunlgdnitn kompleks dari
transformasi semantik yang mewakilinya. Begitu maya pemahaman
tentang nasionalisme membuat ilmuwan sekaliber Waber pun nyaris
frustrasi manakala harus memberikan terminologiiotmgis tentang

makna nasionalisme. Pada sebuah artikel singkat gemlis Weber pada
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1948, menunjukkan adanya sikap pesimistis bahwaaselieori yang
konsisten tentang konsepsi nasionalisme dapat giiman Tidak
tersedianya rujukan mapan yang dapat dijadikanrddaa pegangan
dalam memahami nasionalisme hanya akan menghagsaepsi yang
dangkal. Bagaimanapun bentuk penjelasan tentarignadisme, baik itu
dari dimensi kekerabatan biologis, etnisitas, baha&asaupun nilai-nilai
kultur, menurut Weber, hanya akan berujung padaapeman yang tidak
komprehensif. Kekhawatiran Weber ini wajar mengingamitmennya
terhadap epistemologi modernisme yang mencari pangan universal.
Termasuk dua bapak ilmu sosial Karl Marx dan Emilekheim pun tidak
menaruh perhatian serius pada isu nasionalisme uwéatu saja
pemikiran mereka banyak mengilhami penjelasan mentéenomena
nasionalisme (Sulfikar Amir, 2007). Tetapi, itu thkrarti nasionalisme
harus disikapi secartaken for granteddan diletakkan jauh-jauh dari
telaah teoretis. Besarnya implikasi nasionalismlandaberbagai dimensi
sosial mengundang para sarjana mencoba memahamiselaligus
mencermati secara kritis konsep bangsa dan kebamdsasionalisme),
seberapa pun besarnya paradoks dan ambivalensi digagdungnya.
Tentu saja upaya memecahkan teka-teki nasionalisdek mudah
mengingat, seperti yang dikatakan Weber, begitadsen faktor yang
membentuk bangunan nasionalisme, sehingga indikaotidak dapat

diidentifikasi secara pasti.
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Hans Kohn, seorang sejarawan yang cukup terkenalpdéng
banyak karya tulisnya mengenai nasionalisme, mekdrerterminologi
yang sampai saat ini masih tetap digunakan secelevan dalam
pembelajaran di sekolah, yaknndtionalism is a state of mind in which
the supreme loyalty of individual is felt to be die nation state”Bahwa
nasionalisme merupakan suatu faham yang memanddvgabkesetiaan
tertinggi individu harus diserahkan kepada negagbakgsaan (Hans
Kohn, 1965: 9). Konsep nasionalisme tersebut mekian bahwa
selama berabad-abad silam kesetiaan orang tidajilchin kepadaation
state atau negara kebangsaan, melainkan kepada pelbagaukb
kekuasaan sosial, organisasi politik, raja feodalku, negara kota,
kerajaan dinasti, golongan keagamaan atau gereja.

Menurut Muhammad Imarah (1998: 281), cinta tanah adau
nasionalisme adalah fitrah asli manusia dan sanmyashe kehidupan,
sedangkan kehilangan rasa cinta tanah air samaaddmnatian. Hasan
al-Banna (1906-1949) dalam Imarah (1998: 282-2B8jbicara tentang
nasionalisme serta kedudukannya pada kebangkitéam Ismodern
mengemukakan:

“...sesungguhnya Ikhwanul Muslimin mencintai negerereka,

menginginkan persatuan dan kesatuan; tidak mengiiaaspapun

untuk loyal kepada negerinya, lebur dalam cita{sétagsanya, dan
mengharapkan kemakmuran dan kejayaan negerinyabkisama

para pendukung nasionalisme, bahkan juga bersamekangang
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berhaluan nasionalis ekstrim sejauh menyangkut &kinatan

bagi negeri ini dan rakyatnya...”

Pandangan Hasan al-Banna tersebut mengisyaratkdmvabgpada
hakikatnya substansi nasionalisme itu sama meskipugan kriteria yang
berbeda seperti agidah, batas-batas peta bumi, letak geografis.
Pendapat ini menetralisir pertentangan konsepsomagsme Islam dan
Barat dalam konsepsi yang lebih substantif. Terdugggasan ini tidak
sependapat dengan pandangan A. Hassan (1984: 4Bet®)enai cinta
bangsa dan tanah air.

Sedangkan dalam konsepsi politik, terminologi mnaaiieme
sebagai ideologi yang mencakup prinsip kebebasamsatuan,
kesamarataan, serta kepribadian selaku orientksik&hidupan kolektif
suatu kelompok dalam usahanya merealisasikan tupditik yakni
pembentukan dan pelestarian negara nasional. Dendgmikian
pembahasan masalah nasionalisme pada awal penganakenal dapat
difokuskan pada masalah kesadaran identitas, pduokaen solidaritas
melalui proses integrasi dan mobilisasi lewat oigmEs (Sartono
Kartodirdjo, 1994: 4). Hal ini sejalan dengan kqgwseVNikipedia Bahasa
Melayu dalam Ensiklopedi Bebas yang mengidentifikdsahwa
nasionalisme merupakan suatu ideologyang mencipta dan

mempertahankan kedaulatan sesebuah ne@datam bahasa Inggris

"nation”) dengan mewujudkan suatu konsep identiérsama untuk
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sekumpulan manusidntfp://ms.wikipedia.org/wiki/Nasionalismediakses
pada tanggal 2 Agustus 2007).

Hubungan antara nasionalisme dation statesangat erat tidak
dipisahkan satu sama lain. Nasionalisme merupadwnaisgat, kesadaran,
dan kesetiaan bahwa suatu bangsa itu adalah selaardga dan atas dasar
rasa sebagai suatu keluarga bangsa, dan oleh kérergibentuklah
negara. Dalam konsepsi ini berarti negara merupakaionalisme yang
melembaga. Oleh karena itu pada dasarnya nasiowahserupakan dasar
universal bagi setiap negara. Bangsa lebih menyrgdla penduduk suatu
negeri yang dipersatukan di bawah suatu pemerintabaggal yang
disebut negara. Sedang negara lebih menunjuk kesueda badan politik
dari rakyat atau atau bangsa yang menempati wildgaientu yang
terorganisir secara politis di bawah suatu pemegniryang berdaulat, dan
atau tidak tunduk kepada kekuasaan dari luar (Ainiaa, 2006: 59;
Louis L Snyder, 1954: 17-18).

Nasionalisme sebagai sebuah produk modernitas,
perkembangannya berada di titik persinggungan armgalitik, teknologi,
dan transformasi sosial. Tetapi nasionalisme tsktedar dilihat sebagai
sebuah proses dari atas ke bawah di mana kelamdommemiliki peranan
lebih penting dalam pembentukan nasionalisme ddaipkelas yang
terdominasi. Ini berarti bahwa pemahaman komprehetentang
nasionalisme sebagai produk modernitas hanya dhlp&ukan tentunya

juga dengan melihat apa yang terjadi pada masyadakapisan paling
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bawah ketika asumsi, harapan, kebutuhan, dan kegant masyarakat
pada umumnya terhadap ideologi nasionalisme menmkeyk ideologi

tersebut meresap dan berakar secara kuat (Sulikar, 2007). Pada
tingkat inilah elemen-elemen sosial seperti bah&ssamaan sejarah,
identitas masa lalu, dan solidaritas sosial merngadigikat erat kekuatan
nasionalisme.

Benedict Anderson (1991) memandang nasionalismeagseb
sebuah ide atas komunitas yang dibayanghkamagined communities.
Dibayangkan karena setiap anggota dari suatu babgkkan bangsa yang
terkecil sekalipun, tidak mengenal seluruh anggt@ta bangsa tersebut.
Nasionalisme hidup dari bayangan tentang komunjesy senantiasa
hadir di pikiran setiap anggota bangsa yang menjaf@irensi identitas
sosial. Pandangan konstruktivis yang dianut Andermswnarik karena
meletakkan nasionalisme sebagai sebuah hasil iasajkolektif dalam
membangun batas antara kita dan mereka, sebuahyaaig dikonstruksi
secara budaya melalui kapitalisme percetakan, bukamata-mata
fabrikasi ideologis dari kelompok dominan (Sulfikkemir, 2007).

Konsep Anderson sangat unik dan selanjutnya dapaikdlebih
jauh untuk menjelaskan kemunculan nasionalisme eljara-negara
pascakolonial. Tidaklah suatu hal yang kebetularab#d@ konsep
Anderson sebagian besar didasarkan atas pengatedtandap dinamika
sejarah pertumbuhan dan perkembangan nasionalisméddnesia.

Namun demikian, karya Anderson yang dapat menjadnbgr Kkritik
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orientalisme seperti yang ditengarai oleh Edwardid Sarhadap cara
pandang ilmuwan Barat dalam merepresentasikan mak&tanon-Barat
(Sulfikar Amir, 2007). Dalam bukunyémagined Communitieginderson
berpendapat bahwa nasionalisme masyarakat pasoatoth Asia dan
Afrika merupakan hasil emulasi dari apa yang tetidediakan oleh
sejarah nasionalisme di Eropa. Para elite nas®ndli masyarakat
pascakolonial hanya mengimpor bentuk modular natisme bangsa
Eropa. Di sini letak problematika dari pandangandémson karena
menafikan proses-proses apropriasi dan imajinasi sendiri yang
dilakukan oleh masyarakat pascakolonial dalam npégican bangunan
nasionalisme yang berbeda dengan Eropa.

Anderson juga mengikuti perkembangan nasionalisnasca
Perang Dunia Il yang melanda negara-negara jajdh&sia dan Afrika,
yang karakternya ditandai oleh penyebaran nassmalimelalui bahasa
penjajah baik di sekolah-sekolah, media massa, umupirokrasi yang
menghasilkan golongan terpelajar putera, kesatuadtmingstrasi
pemerintahan; dan karena kemajuan di bidang trataspalan komunikasi
membentuk kecenderungan sentralisasi pada pente&mtgpusat di
ibukota, yang sedang berkembang menjadi metropoli{Benedict
Anderson, 1983: 49). Berdasarkan hal itu dapatsditan bahwa
nasionalisme merupakan penemuan bangsa Eropa yeptakbn untuk
mengantisipasi keterasingan yang merajalela dal@syanakat modern.

Sebagai sebuah ideologi, nasionalisme memiliki &&@s memobilisasi
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massa melalui janji-janji kemajuan yang merupakd@ologi modernitas.
Kondisi-kondisi yang terbentuk ini tak lepas daawvBlusi Industri ketika
urbanisasi dalam skala besar memaksa masyarakat zad itu untuk
membentuk sebuah identitas bersama Dengan kata rnasionalisme
dibentuk oleh kematerian industrialisme yang menperubahan sosial
dan budaya dalam masyarakat. Dari sudut pandangrnaeistik ini
Gellner sampai pada satu argumen bahwa nasiondismgang
melahirkan bangsa, bukan sebaliknya (Sulfikar AZDQ7).

Nasionalisme merupakan sikap dan tingkah laku iddivatau
masyarakat yang merujuk pada loyalitas dan pengalidrhadap bangsa
dan negaranya (Widodo Dwi Putra dalam Kompas Rabujuni 2003).
Tetapi secara empiris, nasionalisme tidak sesedarhdefinisi itu,
melainkan selalu dialektis dan interpretatif, karamasionalisme bukan
pembawaan manusia sejak lahir, melainkan sebagsil paradaban
manusia dalam menjawab tantangan hidupnya. Dalganakelndonesia
dibuktikan bahwa kebangkitan rasa nasionalisme udiddang kembali
oleh para generasi muda, karena mereka merasaaaganyenyimpang
dari perjalanan nasionalisme bangsanya. Dalam ksns@i, paling
kurang ada lima fase pertumbuhan nasionalisme donesia yakni
sebagai berikut.

Pertama gerakan kebangkitan nasionalisme Indonesia dalam
dinamika sejarah diawali oleh Boedi Oetomo di tafi®08, dengan

dimotori oleh para mahasiswa kedokteran Stoviaplablan anak para
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priyayi Jawa, di sekolah yang disediakan Belanddadtiarta. Mengenai
tahun dan nama organisasi sebagai tonggak kebangkitasional
Indonesia, masih menjadi obyek perdebatan para sajirah, karena
Boedi Oetomo, tidaklah menasional organisasinyatapte hanya
melingkupi Jawa saja. Jadi patut dipertanyakan gaebaonggak
kebangkitan nasional Indonesia (A. Fanar Syukrilardahttp://ppi-

epang.org/article.php?id=1Diakses tanggal 2 Agustus 2007).

Kemudian pasca Perang Dunia |, filsafat nasionaisabad
pertengahan mulai merambat ke negara-negara jajamaalui para
mahasiswa negara jajahan yang belajar ke negarfjgden Filsafat
nasionalisme itu banyak memengaruhi kalangan tggpelindonesia,
misalnya, Soepomo ketika merumuskan konsep negategralistik
banyak menyerap pikiran Hegel. Bahkan, Soepomongeterangan
mengutip beberapa pemikiran Hegel tentang pringpsgiuan antara
pimpinan dan rakyat dan persatuan dalam negaraubelya. Begitu pula
pada masa kini banyak diciptakan lagu-lagu kebaggang sarat dengan
muatan semangat nasionalisme seperti Indonesia, Ragda Sabang
Sampai Merauke, Padamu Negeri, dan sebagainya &AarFSyukri,

dalamhttp://ppi-jepang.org/article.php?id=1Diakses tanggal 2 Agustus

2007).
Tokoh nasional lain selain Soepomo, Hatta, Sutaahfy pun
sudah aktif berdiskusi tentang masa depan negarketia mereka masih

belajar di benua Eropa, atas beasipohtic-etis balas budi-nya penjajah
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Belanda. Setelah selesai di PHS selesai 1921, kemtid&tta meneruskan
studi ke Belanda, masuldandels Hooge Schoo(Sekolah Tinggi

Ekonomi) Refterdam. Selama di Belanda inilah Burajt& memegang
peranan vital dalam sejarah pergerakan nasionainksia. Masuknya
Bung Hatta ke dalam perhimpunan Indonesia menjadidganisasi ini

semakin kuat pengaruhnya dan semakin radikal. Bieita dan mereka
yang menempuh pendidikan Barat inilah di masa ppagcakemerdekaan
yang nantinya banyak aktif berkiprah menentukanh amgasa depan
Indonesia (Aman, 2006). Sementara Bung Karno segahaja, masa
mahasiswa bahkan setelah tamat studinya, terdshadaiyerukan tuntutan
kemerdekaan Indonesia melalui organisasi-organigasy tumbuh pada
awal abad ke-20 (Aman, 2006).

Keduakebangkitan nasionalisntahun 1928, yakni 20 tahun pasca
kebangkitan nasional, di mana kesadaran untuk n@ksm negara,
bangsa dan bahasa ke dalam satu negara, bangsmlt@sa Indonesia,
telah disadari oleh para pemuda yang sudah mukotsk-kotak dengan
organisasi kedaerahan seperti Jong Java, JongeSelling Sumatera dan
lain sebagainya, kemudian diwujudkan secara nyatangah
menyelenggarakan Sumpah Pemoeda di tahun 1928.

Ketiga masa revolusi fisik kemerdekaan. Peranan nyata para
pemuda pada masa revolusi fisik kemerdekaan, narkptka mereka
menyandra Soekarno-Hatta ke Rengas-Dengklok agagerae

memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Mereka $abg@emangat
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untuk mewujudkan nation state yang berdaulat dalam kerangka
kemerdekaan. Hasrat dan cita-cita mengisi kemeetekgng sudah
banyak didiskusikan oleh Soekarno, Hatta, SoepdByahrir, dan lain
sebagainya sejak mereka masih berstatus mahadmmas mengalami
pembelokan implementasi di lapangan, karena Soekgamg semakin
otoriter dan keras kepala dengan cita-cita dan gargy diyakininya.
Akhirnya Soekarno banyak ditinggalkan teman-temgpeguangan yang
masih memegang idealismenya, dan mencapai puncaietija Hatta,
sebagai salah seorang proklamator, harus menguarduaiiki dari jabatan
Wakil Presiden, karena tidak kuat menahan diri kirterus menyetujui
sikap dan kebijakan Presiden Soekarno yang sero#iiter.

Keempat, perkembangan nasionalisme tahun 1966 yang menandai
tatanan baru dalam kepemerintahan Indonesia. Sekm@ahun pasca
kemerdekaan, terjadi huru-hara pemberontakan Gesiap eksesnya.
Tampaknya tanpa peran besar mahasiswa dan orgap&asida serta
organisasi sosial kemasyarakatan di tahun 1966)&Bmedan para tentara
sulit bisa memperoleh kekuasaan dari penguasa |emoke-
Soekarno.Tetapi sayang, penguasa Orde Baru menkampara pemuda
dan mahasiswa yang telah menjadi motor utama pendderbentuknya
NKRI tersebut dideskriditkan, dan bahkan sejak atdhun 1970-an para
mahasiswa dibatasi geraknya dalam berpolitik dkondjkung ke dalam
ruang-ruang kuliah di kampus. Sementara para tendaguritakan ke

dalam tatatan masyarakat sipil lewat dwifungsi ABRKelima
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perkembangan nasionalisme masa reformasi. Nasamaltidak selesai
sebatas masa pemerintahan soeharto, melainkan bengsilir ketika
reformasi menjadi sumber inspirasi perjuangan beamgeskipun melalui
perjalanan sejarah yang cukup panjang.

Semangat nasionalisme dalam negara kebangsaaaidjsh lima
prinsip nasionalisme, yakni: 1) kesatuamity), dalam wilayah teritorial,
bangsa, bahasa, ideologi, dan doktrin kenegaraatens politik atau
pemerintahan, sistem perekonomian, sistem pertahkeamanan, dan
policy kebudayan; 2) kebebasdiberty, freedom, independenca&)lam
beragama, berbicara dan berpendapat lisan datidelterkelompok dan
berorganisasi; 3) kesamagmuality),dalam kedudukan hukum, hak dan
kewajiban; 4) kepribadiar{personality) dan identitas(identity) yaitu
memiliki harga diri(self estreem)rasa banggdpride) dan rasa sayang
(depotion)terhadap kepribadian dan identitas bangsanya yaniguh dari
dan sesuai dengan sejarah dan kebudayaannya;sigi(achievement),
yaitu cita-cita untuk mewujudkan kesejahtergamlfare) serta kebesaran
dan kemanusiaafthe greatnees adn the glorificatiomari bangsanya
(Sartono Kartodirdjo, 1999: 7-8).

Amerika Serikat merupakan negara kebangsaan motem
modern nation stateg)ertama yang dibangun tidak berdasarkan keturunan
dan persamaan agama, tidak pula didasarkan padssadatan tradisi-
tradisi kesustraan atau hukum yang sama dari saamtgsa. Bangsa dan

negara tersebut dilahirkan dari suatu usaha bersdean suatu revolusi
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perjuangan untuk memperoleh hak-hak politik, kerakadn perseorangan
dan toleransi mengenai asal-usul ras dalam sumadélting-pot”. Bangsa
ini dipersatukan oleh cita-cita, cita-cita kemerakek di bawah undang-
undang, seperti dinyatakan dalam konstitusi. KeunstiAmerika mulai
berlaku pada tahun 1789, tahun meletusnya rev&lesancis. Konstitusi
tersebut mampu mempertahankan diri dari berbagan jgman melebihi
konstitusi-konstitusi negara manapun di seluruhal@idans Kohn, 1965:
26-27).

Demikian pula halnya dengan negara republik Indangsang
didirikan bersama dalam bentuk bangunan negarangshan menurut
teori-teori dan prinsip-prinsip nasionalisme modeg@ang sangat mirip
dengan yang dianut Amerika Serikat. Konstruksi kema bangsa yang
dibangun berdasarkan konskepinneka tunggal ikdpluralisme) menurut
pola dan kriteria-kriterianya merupakan produk isdja Demikian pula
untuk membangun tekad kesatuanity), bangsa kita memerlukan waktu
lebih dari seperempat abad dengan dipancangkaigaytohggak sejarah,
yakni kebangkitan bangsa dengan berdirinya Boedbr®e pada 20 Mei
1908, dicanangkannya manifesto politik oleh Perhingm Indonesia
(1925) dan diikrarkannya Sumpah Pemuda pada 28b@ktb928. Baru
kemudian pada 17 Agustus 1945 diikrarkanlah prokkinkemerdekaan
yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telalpéexrldari belenggu

asing (A. Daliman, 2006: 62).
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Proklamasi tersebut didasarkan pada kesadaran &ahw
sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala &afigdan secara
berkeadaban dan konstitusional, “maka disusunlatmekaekaan
kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-UndBagar...”
(Pembukaan UUD 1945). Unit kesatuan teritorian dguit kesatuan
bangsa yang kita nyatakan sebagai negara kebangmiagrelah merdeka
(independent) mencakup wilayah seluruh daerah Hindia Belanda.
Kebanggaan sebagai bangsa dinyatakan dalam lagwandsdan
"Indonesia Raya”, dan kesatuan kita sebagai baddsst dengan kuat
oleh bahasa negara "bahasa Indonesia” dan bendgeaan"Sang Merah

Putih”(A. Daliman, 2006: 62).
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BAB V
PENUTUP

Suatu bangsa sebagai kolektivitas seperti halngiidu memiliki
kepribadian yang terdiri atas serumpun ciri-ciri njaeli suatu watak.
Kepribadian nasional lazimnya bersumber pada pangal bersama
bangsa itu atau sejarahnya. ldentitas seseorangagerdikembalikan
kepada riwayatnya, maka identitas suatu bangsekdreq@ada sejarah
bangsa itu. Dalam hal ini, sejarah nasional fungsisangat fundamental
untuk menciptakan kesadaran nasional yang padarargiya
memperkokoh solidaritas nasional. Sehubungan deniga pelajaran
sejarah nasional amat strategis fungsinya bagiigiad nasional.

Sejarah merupakan cerita tentang pengalaman kolsktatu
komunitas ataunasion di masa lampau. Pada pribadi pengalaman
membentuk kepribadian seseorang dan sekaligus nudaendentitasnya.
Proses serupa terjadi pada kolektivitas, yakni plamgan kolektifnya atau
sejarahnyalah yang membentuk kepribadian nasiorsal dekaligus
identitas nasionalnya. Bangsa yang tidak mengesgrahnya dapat
diibaratkan seorang individu yang telah kehilangaamorinya, ialah
orang yang pikun atau sakit jiwa, maka dia kehitangepribadian atau
identitasnya.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diambil aphebutir
kesimpulan antara lain: 1) untuk mengenal identiiasgsa diperlukan
pengetahuan sejarah pada umumnya, dan sejarahnalagioususnya.

Sejarah nasional mencakup secara komprehensifasagpek kehidupan
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bangsa, yang terwujud sebagai tindakan, perilatastasi hasil usaha atau
kerjanya mempertahankan kebebasan atau kedaulatamgningkatkan
taraf hidupnya, menyelenggarakan kegiatan ekonausial, politik,

religius, lagi pula menghayati kebudayaan politiesérta ideologi

nasionalnya, kelangsungan masyarakat dan kultu@)yaejarah nasional
mencakup segala lapisan sosial beserta bidang tiegamnya,

subkulturnya. Sejarah  nasional mengungkapkan pdr&egan

multietnisnya, sistem hukum adatnya, bahasa, sistezkerabatan,
kepercayaan, dan sebagainya.

Menemukan kekuatan nasionalisme dalam negara §shan
didasari oleh lima prinsip nasionalisme, yakni: dtaan (unity), dalam
wilayah teritorial, bangsa, bahasa, ideologi, daktih kenegaraan,
sistem politik atau pemerintahan, sistem perekoanpsistem pertahanan
keamanan, dan policy kebudayan; kebebasan (libeftgedom,
independence), dalam beragama, berbicara dan lokeqpen lisan dan
tertulis, berkelompok dan berorganisasi; kesamasguality), dalam
kedudukan hukum, hak dan kewajiban; kepribadiarrs@uaality) dan
identitas (identity), yaitu memiliki harga diri (feestreem), rasa bangga
(pride) dan rasa sayang (depotion) terhadap kepabadan identitas
bangsanya yang tumbuh dari dan sesuai dengan Isejdan
kebudayaannya dan; prestasi (achievement), vyaitarcita untuk
mewujudkan kesejahteraan (welfare) serta kebesdsan kemanusiaan

(the greatnees adn the glorification) dari bangaany
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